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PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR |3 TAHUN 2007

TENTANG

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DESA,

PERATURAN PETINGGI DAN KEPUTUSAN PETINGGI
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BUPATI JEPARA,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah
WWWWTMZDOTummn
mmmmummmm
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Mengingat @ 1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah ;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389) |

UWNWSZTMMWPW
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
UMUMMSTNMMPMM
urm-ummaszmmpmdmn
Daerah menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548 ),

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(LWWRMIMTMMNWW&
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 ),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan
Desa ,

thMPMWPmmDm{Lm
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 10 )



Ly

MEMUTUSKAN :

Menetapkan .| PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIK PENYUSUNAN
PERATURAN DESA, PERATURAN PETINGGI DAN KEPUTUSAN
PETINGGI.
BAB |

KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

2 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintahan daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-uasnya dalam system dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

3. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan
daerah kota.

4 Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan
masyarakat hokum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk

5 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) dalam mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara
Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Petinggi dan Perangkat Desa sebagal unsur
penyelenggara pemerintah desa.

7. Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat
BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.

8 Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD

9. Peraturan Petinggi adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Petinggi yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan/
atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dan / atau untuk
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.



10 Keputusan Petinggi adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Petinggi yang bersifat
menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan
Petinggi.

BAB II
ASAS

Pasal 2
Jenis Peraturan Perundang-undangan pada tingkat Desa meliputi :

a. Peraturan Desa ;
b. Peraturan Petinggi
c. Keputusan Petinggi

Pasal 3

(1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a
adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan
lebih lanjut dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Materi muatan Peraturan Petinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b

(3) Materi muatan Keputusan Petinggi senagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
¢ adalahh penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Petinggi yang
bersifat penetapan.

BAB I
PERSIAPAN DAN PEMBAHASAN
Bagian Pertama
Peraturan Desa

Pasal 5

Rmmmmmmmmmmmn
usul / inisiatif BPD.

Pasal 6

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan
terhadap Rancangan Peraturan Desa.

(2) Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat sebagaimana dimaksud
mmmmmmmmeMn



Pasal 7

RmMMMmmmmmmn
BPD.

Pasal 8

RmmMmmmmmmmkmmn
sebelum dibahas bersama BPD.

Pasal 9

(1) mmmmwwmmm.
Puwmmpmnmmmwmmapn.
sebelum ditetapkan oleh Petinggi paling lama 3 (tiga) han disampaikan oleh
Petinggi kepada Bupati untuk di evaluasi.

(2) Hasil evaluasi Rancangan Peraturan desa sebagamana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan oleh Bupati kepada Petinggi paling lama 20 (dua puluh) hari sejak

(3) wmmmmmwmm
mmWMWMMmdwm

ayat (2), Petinggi dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang
WPMMMMWWM.

Pasal 10

EmlmumﬂmmWPmdmdeﬂm
DmmmmnMMPuﬂﬂmwmcm.
Bagian Kedua
Peraturan Petinggi
Pasal 11

RanumumMmﬁdmuMMdmdhﬂmdehPmﬁmah
Desa.



Bagian Ketiga
Keputusan Petinggi

Pasal 12

Rancangan Keputusan Petinggi disusun oleh Carik
BAB IV
PENGESAHAN DAN PENETAPAN

Bagian Pertama
Peraturan Desa

Pasal 13

(1) WWMMMWWMPWMBPD
dWMPWMMWMWMﬂdI
Peraturan Desa.

(2) memmmmwmm
WMMMMWW?{W}MWMWI
persetujuan bersama.

Pasal 14

wmmmdwm Pasal 13 wajb ditetapkan
oleh Petinggi dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat
miﬁmmjmmdmwwmnmm

Bagian Kedua



BAB V
PENGUNDANGAN
Pasal 17
(1) Peraturan Desa dan Peraturan Petinggi dinyatakan mulai berlaku dan
mempunyai kekuatan hokum yang mengikat sejak diundangkan dan dimuat
dalam Berita Daerah Kabupaten.
(2) Pemuatan Peraturan Desa dan Peraturan Petinggi ke dalam Berita Daerah
| dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah
Kabupaten.

(3) Keputusan Petinggi tidak memeriukan pengundangan, mulai berlaku dan
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak ditetapkan oleh Petinggi.
BAB VI
PENYAMPAIAN PERATURAN DESA
Pasal 18
Pmmmmwmmmucmw

bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan

BAB Vi

PENYEBARLUASAN

Pasal 19
Peraturan Desa, Peraturan Petinggi dan Keputusan Petinggi wajib disebarluaskan
kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa.

BAB VIl

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Teknik Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Petinggi dan Keputusan Petinggi
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.



BAB VIlI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22
Teknik Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Petinggi dan Keputusan Petinggi
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 23
Pada saat berlakunya Peraturan ini, mmmsmamﬁﬂmwwmﬁhm
2001 tentang Teknik Penyusunan Produk Hukum Desa dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di _
BUPATI JEP
—
HENDRO MARTOJO
Diundangkan di Jepara
pada tanggal 5 jub. 2%]

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

_ Z EEFEHDI

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007 NOMOR ||



I

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 13 Tacyn (o)

TANGGAL ;g—é,‘.,,l.;g_a-q

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DESA, PERATURAN
PETINGGI DAN KEPUTUSAN PETINGGI

UMUM

Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, Desa atau sebutan lain
diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan asal usul dan adapt istiadat setempat yang diakui. Dalam
bersama Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa dan Petinggi menyusun
peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Desa dan Keputusan Petinggi.

Peraturan Desa, Peraturan Petinggi dan Keputusan Petinggi harus disusun secara
benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik penyusunannya. Untuk itu
perlu adanya pedoman penyusunan dan standarsas: bentuk Peraturan desa,

TEKNIK PENYUSUNAN
Kerangka struktur Peraturan Desa, Peraturan Petinggi dan Keputusan Petinggi

1. Penamaan/Jud| ;
2. Pembukaan ,
3. Batang Tubuh ;
4. Penutup ; dan
5 iran (bila diperiukan).
Uraian dari masing-masing substansi kerangka Peraturan Desa, Peraturan
Petinggi dan Keputusan Petinggi, sebagai berikut :
A. Penamaan/Judul
1. Setiap Peraturan Desa, Peraturan Petinggi dan Keputusan Petinggi
mempunyai penamaan/Judul.

2. Penamaan/Judul Peraturan Desa, Peraturan Petinggi dan Keputusan
Petinggi memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun dan tentang
nama peraturan desa atau keputusan yang diatur.

3. Nama Peraturan Desa, Peraturan Petinggi dan Keputusan Petinggi
dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan Desa, Peraturan
Petinggi dan Keputusan Petinggi.



4. Judul ditulis dengan huruf capital tanpa diakhiri tanda baca.
Contoh Penulisan Penamaan/Judul :
a. Jenis Peraturan Desa

PERATURAN DESA TAHUNAN
NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

b. Jenis Peraturan Petinggi

PERATURAN PETINGGI TAHUNAN
NOMOR 22 TAHUN 2006

TENTANG
IURAN PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA

c. Jenis Keputusan Petinggi

KEPUTUSAN PETINGGI TAHUNAN
NOMOR 44 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA
HARI ULANG TAHUN RI KE 61

B. Pembukaan

1. Pembukaan pada Peraturan Desa terdiri dari :

Frasa * Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa *

Jabatan pembentuk Peraturan Desa.

Konsideran ;

Dasar Hukum

Frasa “Dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan
Petinggi * ;

Memutuskan ; dan

Menetapkan.

Panp o

a -



2. Pembukaan pada Peraturan Petinggi terdiri dari -
. Frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa" ;
. Jabatan pembentuk Peraturan Petinggi.

“~oQao0on

3. Pembukaan pada Keputusan Petinggi terdiri dari .
a. Frasa "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” -

b. Jabatan pembentuk Keputusan Petinggi ;

Konsideran ;

c. -
d. Dasar Hukum ; dan
e. Memutuskan.

PENJELASAN

a Frasa "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa *
Kata frasa yang berbunyi “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” merupakan
MMmeMWsmmsHMnHnumlhuJ%Mmmemﬁdm
Kmmmmﬁmmimmmmhmuumwuuumwdmnmmmwm
tanda baca.

Contoh *
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

b. Jabatan

Jﬁmmnmhm&PMMM1mmuthmiﬂﬂﬂdml@ﬂmm
Petinggi, ditulis dengan huruf capital dan diakhiri dengan tanda baca koma ()

Contoh :
KEPALA DESA TAHUNAN,

c. Konsideran
Konsideran harus diawali dengan kata “Menimbang” yang memuat uraian
singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alas an-
alasan serta landasan yuridis, filosofis, sosiologos, dan politis dibentuknya
Peraturan Desa, Peraturan Petinggi dan Keputusan Petinggi.
Jika konsideran terdiri dari lebih satu pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok
ﬁmmﬁmuummnwmjmmmnmmmmMMhnhmumMM
a,b,c dst dan diakhiri dengan tanda titik koma (;).



1)

2)

3)

4)

6)

. Dasar Hukum

Dasar Hukum diawali dengan kata “Mengingat” yang harus memuat dasar
huum bagi pembuatan produk hukum. Pada bagian ini periu dimuat pula jika
ada peraturan perundang- undangan yang memerintahkan dibentuknya
Peraturan Desa, Peraturan Petinggi dan Keputusan Petinggi atau yang
mempunyai kaitan langsung dengan materi yang akan diatur.

Dasar Hukum dapat dibagi 2, yaitu :

a) Landasan yuridis kewenangan membuat Peraturan Desa, Peraturan

Petinggi dan Keputusan Petinggi; dan
b) Landasan yuridis materi yang diatur.

Yang dapat dipakai sebagai dasar hokum hanyalah jenis peraturan
perundang-undangan yang tingkat derajatnya lebih tinggi atau sama
dengan produk yang dibuat.

Contoh :

Keputusan yang bersifat, penetapan, Instruksi dan Surat Edaran tidak dapat
dipakai sebagai dasar hokum karena tidak termasuk peraturan perundang-
undangan.

peraturan perundang-undangan, atau apabila peraturan perundang-
undangan tersebut sama tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan
tahun pembentukannya, atau apabila peraturan perundang-undangan
tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan
nomor urutan pembuatan peraturan perundangan-undangan tersebut.

Penulisan dasar hokum harus lengkap dengan Lembaran Negara Republik
Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran
Daerah, dan Tambahan Lembaran Daerah (kalau ada )

Jika dasar hokum lebih dari satu peraturan perundang-undangan, maka tiap
dasar hokum diawali dengan angka arab, 1,23, dst dan diakhiri dengan
tanda baca titik koma (;).



/

Contoh penulisan Dasar Hukum :

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4546);

dan Kepala Desa’
Permusyawaratan Desa dan Petingg”, merupakan kalimat yang
harus dicantumkan dalam Peraturan Desa dan cara penulisannya
dilakukan sebagai benkut :

1) Ditulis sebelum kata MEMUTUSKAN;

2) Kata “Dengan persetujuan Bersama’, hanya huruf awal kata
ditulis dengan huruf capital:

3) Kata "antara” serta “dan”, semua ditulis dengan huruf kecil, dan

4) Kata “Badan Permusyawaratan Desa dan Petinggi® seluruhnya
ditulis dengan huruf capital.

Contoh :
BADAN PMYWMMUW
PETINGG%?MUHAN
Memutuskan

Kata “Memutuskan” ditulis dengan huruf Kapital, dan diakhiri dengan
tanda baca titik doa (). Peletakan kata MEMUTUSKAN adalah
ditengah margin.

Menetapkan °

Kata “Menetapkan” dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN
yang disejajarkan ke bawah dengan kata “Menimbang” dan

“Mengingat”. Huruf awal kata “Menetapkan’ditulis dengan huruf
capital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (°).



Contoh :
MEMUTUSKAN -

Penulisan kembali nama Peraturan Desa, Peraturan Petinggi dan
Keputusan Petinggi yang bersangkutan dilakukan sesudah kata
“Menetapkan” dan cara penulisannya adalah

a Menuliskan kembali nama yang tercantum dalam judul -

b. Nama tersebut diatas, didahului dengan jenis peraturan yang
bersangkutan,

C. Nama dan jenis peraturan tersebut, ditulis dengan huruf

capital dan diakhin dengan tanda baca titik (.).
Pada Peraturan Desa sebelum kata “MEMUTUSKAM" dicantumkan frasa :
Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUNAN

Dan
PETINGGI TAHUNAN

Contoh :
a) Jenis Peraturan Desa
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DESA TAHUNAN TENTANG KEDUDUKAN,
TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PEMERINTAH DESA
TAHUNAN

b) Jenis Peraturan Petinggi

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PETINGGI TAHUNAN TENTANG TATA CARA
PUNGUTAN UANG SAMPAH
c) Jenis Keputusan Petinggi
MEMUTUSKAN :

Menetapkan . KEPUTUSAN PETINGGI TAHUNAN TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS JAGA SISKAMLING



Catatan :

Contoh pembukaan Peraturan Desa, Peraturan Petinggi, dan Keputusan
Petinggi secara keseluruhan dapat dirumuskan sebagai berikut

a Peraturan Desa

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PETINGGI TAHUNAN,

Menimbang : a.
. e

Dengan persetujuan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUNAN

Dan
PETINGGI TAHUNAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DESA TAHUNAN TENTANG KEDUDUKAN,
TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PEMERINTAH DESA
TAHUNAN
b. Peraturan Petinggi
Ditulis seperti huruf a tapi dengan persetujuan bersama tidak usaha diketik
MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN PETINGGI TAHUNAN TENTANG TATA
CARA PUNGUTAN UANG SAMPAH.

Paragraf Kesatu
(Judul Paragraf)

. Pasal adalah satuan aturan yang memuat satu norma dan ddirumuskan dalam
satu kalimat. Materi Peraturan Desa lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal
yang singkat dan jelas dan pada dalam beberapa pasal yang panjang dan
memuat beberapa ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu
merupakan satu serangkaian yang tidak dapat dipisahkan.



Pasal diberi nomor urut dengan angka arab, dan huruf awal kata pasal ditulis
dengan huruf capital.

Contoh :
Pasal 5

. Ayat adalah merupakan rincian dan pasal, penulusannya diberi nomor urut
ayat hanya mengatur satu hal dan dirumuskan dalam satu kalimat.

Contoh :
Pasal 21

Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsure, maka disamping dirumuskan

dalam bentu kalimat yang biasa, dapat pula dipertimbangkan penggunaan
bentuk tabulasi.

Contoh :

Kartu tanda iuran pedagang sekurang-kurangnya harus memuat nama
pedagang, jenis dagangan, besamya iuran, alamat pedagang.
Isi pasal ini dapat lebih mudah dipahami dan jika dirumuskan sebagai berikut -

Kartu tanda iuran sekurang-kurangnya harus memuat :
a. nama pedagang .

b. jenis dagangan ;

c. besarnya iuran ; dan

d. alamat pedagang.

Dalam memuat rumusan pasal atau ayat dengan tabulasi, hendaknya
diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan
kalimat berikut

b. Setiap rincian diawali dengan huruf abjad kecil ,

c. Setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;) ;

d. Jika satuan rincian dibagi lagi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil, maka
unsur yang lebih kecil dituliskan agak ke dalam.

e. Kalimat yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik
dua ()

f Pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika rincian
lebih dari empat angka, maka periu dipertimbangkan pemecahan pasal
yang bersangkutan ke dalam beberapa pasal.



Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian yang
komulatif, maka periu ditambahkan kata “dan” di belakang rincian kedua
dari belakang.

Contoh :

a. Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a dan seterusnya.

T TR SRR

b. Jika suatu rincian memeriukan perincian lebih lanjut, maka perincian itu
ditandai dengan angka 1,2, dan seterusnya.

J Gambaran penulisan kelompok Batang Tubuh secara keseluruhan
adalah :

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
(Isi Pasal 1)

BAB I
(Judul Bab)

Pasal ....
(Isi Pasal)



BAB i
(Judul Bab)

Bagian Kesatu
(Judul Bagian)

Paragraf Kesatu
(Judul paragraph)

Pasal .. ..

(1) (Isi ayat);
(2) (Isi ayat),

Perincian ayat -
T NG A
1. Isi sub ayat;;

:- (penincian _sulwrﬂl}:
A
1) (perincian mendetail dari sub ayat),

WWWMWM
A Ketentuan Umum

mmmmmmmmmmm.jim
tidak ada pengelompokan dalam bab.

Ketentuan umum berisi

2) Swmmmmmwmpmmum
3) Wmmmmmwmimmbaﬁkm.
Jika ketentuan umum berisi lebih dari satu hal, maka setiap batasan dari pengertian

mnwmmumﬂmmmmmmmm
baca titik (.).



Y

Contoh :
Pasal |

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan -

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara.

uwmmmmmmmmnmm

ketentuan sebagai berikut :

1 mmmmmmemmmdm
ditempatkan teratas.

2. Jika pengeertian atau istilah mempunyai hubungan atau kaitan dengan pengertian
atau istilah terdahulu, maka pengertian atau istilah yang ada hubungannya itu
diletakkan dalam satu kelompok berdekatan.

B.. Ketentuan Materi yang akan diatur

Mater yang Fim adalah semua obyek yang diatur secara sistematik sesuai
dengan luas lingkup dan pendekatan yang dipergunakan. Materi yang diatur harus
memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada seperti

1) Landasan hokum materi yang diatur artinya dalam menyusun materi Peraturan
Desa harus memperhatikan dasar hukumnya.

2) Landasan filosofis, artinya alas an yang mendasar diterbitkannya Peraturan

3}mwmwmmmmm
sampai buw dengan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah

4) Landasan politis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan dapat
berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah

5) Tata cara penulisan materi yang diatur adalah :

a) Materi yang diatur ditempatkan langsung setelah Bab Ketentuan Umum

b) Dihindari adanya Bab tentang Ketentuan lainain. Materi yang akan
dii P K : tain-ain, hendel ; : o



bab Ketentuan Lain-lain dicantumkan pada bab atau pasal terakhir sebelum
Bab Ketentuan Peralihan.

C. Ketentuan Peralihan

Ketentuan Peralihan tibul sebagai cara mempertemukan antara azas mengenai
akibat kehadiran peraturan baru dengan keadaan sebelum peraturan baru itu
berlaku, maka semua peraturan lama beserta akibat-akibatnya menjadi tidak
berlaku. Kalau azas ini diterapkan tanpa memperhitungkan keadaan yang sudah
berlaku, maka dapat timbul kekacauan huku. Ketidakpastian hokum atau

kesewenang-wenangan hukum.

Untuk menampung akibat berlakunya peraturan baru terhadap peraturan lama
atau pelaksanaan peraturan lama, diadakan ketentuan atau aturan peralihan.
Dengan demikian Ketentuan Peralihan Berfungsi ;

1) Merqrunclm WMWMWM{W}.

2) Menjamin kepastian hokum (Rechtszekerheid).

3) Perlindungan hokum (Rechtsbeescherming), bagi rakyat atau kelompok
tertentu atau orang tertentu.

Jadi pada dasamya, Ketentuan Peralihan merupakan “penyimpangan” terhadap
peraturan baru itu sendin.

Suatu penyimpangan yang tidak dapat dihindan (Necessaryevil) dalam rangka
mencapai atau mempertahankan tujuan hokum secara keseluruhan (ketertiban,
keamanan dan keadilan).

Penyimpangan ini bersifat sementara, karena itu dalam rumusan Ketentuan
peralihan tersebut. Keadaan atau syarat tersebut dapat berupa pembuatan
peraturan pelaksanaan baru (dalam rangka melaksanakan peraturan baru) atau
penentuan jangka waktu tertentu atau mengakui secara penuh keadaan yang lama

. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan Desa,
1) Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang dikutsertakan dalam
melaksanakan Peraturan Desa, yaitu berupa :

a) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan (eksekutif), yaitu menunjuk
pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal-hal
tertentu.

b) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur (Legslatf), yaitu
pendelegasian kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan
(Peraturan PetinggiO.

2) Nama singkatan (Citeer Titel).



3) Ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Desa dapat melalu cara-
cara sebagai berikut :

a) Penetapan mulai berlakunya Peraturan Desa pada suatu tanggal tertentu,
b) Saat mulai berlakunya Peraturan Desa tidak harus sama untuk seluruhnya
(untuk beberapa bagian dapat berbeda).
4) Ketantuan tentang pengaruh Peraturan Desa yang baru terhadap Peraturan
Desa yang lain.
Batang Tubuh Peraturan Petinggi
a Peraturan Petinggi adalah bersifat Mengatur (Regelling).

1) Batang Tubuh Peraturan Petinggi memuat semua materi yang akan
dirumuskan dalam pasal-pasal.

2) Pengelompokan dalam batang tubuh terdiri atas ,
a) Ketentuan Umum ;
b) Materi yang diatur ;
c) Ketentuan Peralihan (kalau ada) ;
d) Ketentuan Penutup.

3) Materi muatan Peraturan Petinggi adalah merupakan pelaksanaan dari
Peraturan Desa.

4) Tata cara perumusan dan penulisan materi muatan batang tubuh Peraturan
Petinggi, sama hainya dengan tata cara perumusan dan penulisan materi
muatan Peraturan Desa.

b. Keputusan Petinggi adalah bersifat Penetapan (Beschiking).

1) Batang Tubuh Keputusan Petinggi memuat semua materi muatan keputusan
yang dirumuskan dalam diktum-diktum.

2) Pengelompokan dalam batang tubuh terdiri atas materi yang akan diatur.
Contoh :

KESATU
KEDUA

3) Diktum terakhir menyatakan Keputusan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.



CATATAN :

Ketentuan Umum dan Ketentuan Peralihan tidak periu ada dalam Batang Tubuh,

karena Keputusan Petinggi yang bersifat penetapan adalah konkrit, individual dan
final.

. Penutup

FMMPmmummmmumml
memuat hal-hal sebagai berikut
f  Rumusan tempat dan tanggal penetapan, diletakkan disebalah kanan
g. Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan pada akhir kata diberi tanda
baca koma ;
gelar dan pangkat ;
i. Penetapan Peraturan Desa, Peraturan Petinggi atau Keputusan Petinggi
ditanda tangani oleh Petingg:.
. Penjelasan
Adakalanya suatu Peraturan Desa atau Peraturan Petinggi memerlukan
Pada bagian penjelasan umum biasanya dimuat politik hukum yang
melatarbelakangi penerbitan Peraturan Desa atau Peraturan Desa yang
bersangkutan. Pada bagian penjelasan pasal demi pasal dijelaskan metri dari

Hal-hal yang periu diperhatikan dalam penjelasan adalah

1. Pembuat Peraturan Desa, Peraturan Petinggi atau Keputusan Petinggi agar

tidak menyadarkan argumentasi pada penjelasan, tetapi harus berusaha
membuat Peraturan Desa, Peraturan Petinggi atau Keputusan Petinggi yang
dapat meniadakan keragu-raguan dalam interpretasi.

2. Naskah penjelasan disusun (dibuat) berrsama-sama dengan Rancangan
Peraturan Desa atau Peraturan Petinggg yang bersangkutan.

3. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran atau materi tertentu.

4. Penjelasan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk membuat
peraturan lain.

5. Judul penjelasan sana dengan judul Peraturan Desa dan Peraturan Petinggi

6. Penjelasan terdin atas penjelasan umum dan penjelasan pasal yang
pembagiannya teninci dengan angka romawi.



P umum memuat uraian sistimatis mangenai latar belakang
Petinggi.

8. Wmmmmmwmmm
jika hal itu lebih memberikan kejelasan.

9. Tmmmmmmdwmmmm

10. Tﬂkhdﬁnmwhmﬂmﬁahnmmmwmmm
batang tubuh.

1. Tmmmwmmmmpmm,

12 Tmmmmmwﬁmyuqmmm
ketentuan umum.

13. Bab«mpﬂmmmmmmmbm
keterangan cukup jelas.

il. PERUBAHAN PERATURAN DESA, PERATURAN PETINGGI ATAU
KEPUTUSAN PETINGGI

WMMWWMWPWM
meliputi

1 Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau

2. WMWWWMMmmM

mmmmmmmm,mmm

a Dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya.

b. Pmmmmmm.MPmm
Peraturan Petinggi sedangkan Keputusan Petinggi dengan Keputusan

c.WPumnm,PmmPﬁWamuKmmmPuﬁnmi
dimmnMMymdm.



Contoh perubahan yang pertama kali :

PERATURAN DESA TAHUNAN
NOMOR 33 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA TAHUNAN NOMOR 21 TAHUN
2006 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA

Contoh perubahan selanjutnya :

PERATURAN DESA TAHUNAN
NOMOR 44 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DESA TAHUNAN NOMOR 21 TAHUN
2006 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA

e Dalam konsideran Menimbang Peraturan Desa, Peraturan Petinggi atau
pertimbangan-pertimbangan mengapa peraturan yang lama perlu diadakan
perubahan.

f. MMPMM.{MWMWPHEW
yang diubeh, | Shlis o - :
tersebut dimuat ketentuan sebagai benkut |

1) Pasal | menuat segala sesuatu perubahan dengan diawali penyebutan
Peraturan Desa, Peraturan Petinggi atau Keputusan Petinggi yang diubah
dan urutan perubahan-perubahan tersebut hendaknya ditandai dengan
huruf besar A B,C dan seterusnya.

2) Pasal Il memuat ketentuan mengenai mulai berlakunya Peraturan Desa,
Peraturan Petinggi, Keputusan Petinggi perubahan tersebut.



h.WhmmmmPﬁw.mw

PW
mhmMMPmMPMWm

i. cmﬂmmmpmmpmpmm
WW{MMI}WW:

1) Apabila suatu Bab, Baﬁm.Pudmaymwm.mm

mmmmmmmmm,wmm

Contoh ;
BAB V Pasal dihapus.

Contoh ,

Apabila diatara Pasal 14 dan Pasal 15 akan disisipkan pasal baru, maka
pmlbaruihzcinliskmdetmnmuﬁ.

3) wummmumdﬁmmmmmmm

4)

Mwmmmwﬂmmmm
mmmmmwmmm;

Muwmmmmmym:ﬁwp«mwmm.m
diletakkan diantara ayat (1) dan ayat (2) dituliskan ayat (1a).

Jika istilah “wilayah Dusun Kempul® akan diubah menjadi “wilayah Dusun
MMWWthmm
berikut - wilayah Dusun Kempul diganti dengan wilayah Dusun



IV. PENCABUTAN PERATURAN DESA, PERATURAN PETINGGI ATAU
KEPUTUSAN PETINGGI

a. Pencabutan dengan penggantian
Desa, atau Keputusan Petinggi yang baru. Bentuk luar (kenvorm) dari
Peraturan Desa, atau Peraturan Petinggl atau Keputusan Petingg yang baru
sama seperti lazimnya pada Paraturan Desa, Peratutan Petinggi dan
Keputusan Petinggi lainnya.

Dalam pencabutan dengan penggantian ini, ketentuan pencabutan tersebut
dapay diletakkan di depan (dalam pembukaan)
Contoh :

Menimbang @ a bahwa.... .. hdnkmdmgmpﬂkmkm

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA

Akan tetapi apabila ketentuan pencabutan tersebut diletakkan di belakang
(dalam ketentuan penutup). Peraturan Desa, Peraturan Petinggi atau
Keputusan Petinggi yang dicabut tersebut akan tercabut, tetap: tidak beserta
Petinggi tersebut tercabut, tetapi peraturan pelaksanaannya masih dapal
dinyatajkan berlaku.

Contoh ;
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 88
berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa Tahunan

Dengan
Nomor 21 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
dinyatak tidak beriaku.



berisi
Pasal 1 mtmmmmmm
Pasal 2 MMWMMPMM

Contoh :
PERATURAN DESA
TENTANGPENCAWTAHPERRTURAHDESA
..... TENTANG
Bahasa Perundang-undangan
1 Bmmmmmmwmmmmpma
kaidah tata Bahasa Indonesia yang pembentukan kata
penyusunan kalimat maupun



peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.

Apabila istilah tertentu dipakai berulang-ulang, maka untuk menyederhanakan
dibuat definisi yang ditempatkan dalam Bab Ketentuan Umum.
memmmmmmmmn
susunan susku kata dapat menggunakan singkatan atau ekronim.

Singkatan nama atau badan lembaga yang belum begitu dikenal umum dan

Dianjurkan sedapat muingkin menggunakan istilah pembentukan Bahasa

Indonesia. Pmmtm}mmmwmdmm

dan dibenarkan, jika istilah asing itu memenuhi syarat :

a Mempunyai konotasi yang cocok;

b. Lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa
Indoseia.

c. Lebih mudah tercapainya kesepakatan.

d. Lebih mudah dipahami dan pada terjemahan Bahasa Indosesia.

. Pilihan Kata atau istilah

1.

Pemakain kata “Kecuali®
mmmmmmmmmwkatn
‘kecuali". Kata " " ditempatkan di awal kalimat jika yang dikecualikan
induk kalimat.

Contoh :
Mammuﬁmmmmm

Pemakaian kata “Disamping”.
Untuk menyatakan makna termasuk, dapat digunakan kata “disamping’.

Contoh : .
Disamping membayar iuran keamanan, warga yang berstatus Pegawai
Negeri Sipil juga dikenai kewajiban melaksanakan Siskamling.

Pemakaian kata “Jika" dan kata "Maka". .
mﬂmmmahukmmm digunakan
pun'mufrm “dalam hal". Gunakan kata “jika” bagi kemungkinan atau
keadaan yang akan terjadi lebih dar sekali dan setelah anak kalimat diawali

kata “maka”.



. Pemakaian kata “Apabila”.

mmmmmmmmmmma
sesuatu, sebaiknya menggunakan kata “apabila” atau “bila".

Contoh :

mmmmmmmmmm.
apabila sakit.

. Pemakaian kata “dan”, “atau’, "dan atau’.

a. Untuk menyatakn sifat yang kumulatif, digunakan kata “dan’.
Contoh :
A dan B wajib memberikan ...............

b. ummﬁmmmﬂm*mwm'm

Contoh :

: ummmwmmwm'm'.

Contoh :
WWMTmmmhmmﬂ{thﬂu}m
WMMMTMM[KTPL

. UMWW,WW'MMW'M'.
Kata “dapat”™ merupakan kewenangan yang melekat pada seseorang,

mmmmmmmummm
istilah kewajiban, digunakan kata “wajib".



Contoh ;

Petinggi dapat memberikan dispensasi bagi warga yang sedang
mengalami musibah.
Setiap warga desa wajib membayar iuran keamanan.

8. ym_mmmmwnmmmwm
Contoh -
Untuk menduduki suatu jabatan Kepala Urusan Keuangan, seorang calon

Kepala Uruisan Keuangan harus terlebih dahulu mengikuti kursus
Bendaharawan.

9. Untuk menyangkal suatu kewajiban atau kondisi yang diwajibkan, digunakan
Contoh :

Warga Desa yang belum berumur 17 tahun dan belum kawin, tidak
diwajibkan untuk mengikuti pemilihan Kepala Dusun.

C. Teknik Pengacuan
1. Untuk mengacu pasal lain. Digunakan frasa “sebagaimana dimaksud dalam”.
Sedangkan untuk mengacu ayat lain, digunakan frasa “sebagaimana dimaksud
pada”.

Contoh

Jika mangcu ke paraturan lain, pengacuan dengan urutan pasal, ayat dan judul
Peraturan Desa atau Peraturan Petinggi.

Contoh :

....sebagaimana dimaksud dala Pasal 8 ayat (2) Peraturan Desa Tahunan
Nomor 21 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

2. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok
yang diacu. Pengacuan hanya boleh dilakukan ke peraturan yang tingkatannya
sama atau lebih tinggi.

3. Pengacuan dilakukan dengan menyebut secara tegas nomor dari pasal atau
ayat yang diacu, dan hindarkan penggunaan frasa “pasal yang terdahulu” atau
‘pasal tersebut di atas” atau Pasal ini"



Contoh :
Panitia pemilihan MWMWMMIM{J]

Jiukmﬂmmmmmm

Ditetapkan di Jepara
padamalt.:é«uan]

PATI JEP

HENDRO MARTOJO



CONTOH PERATURAN DESA :

PEMERINTAH KABUPATENJEPARA
KECAMATAN............cccvnneee.

NOMOR........TAHUN.........

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

i
Menimbang : a Dahwa.............ccooviiimiemneienneneienennl
IR v vinsisns ses il i bt
Mengingat 1
- R e RS IR i A I 3
e I S s e SR dst;
Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERWAKILAN DESA

Dan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG .........



BAB |
creesannsssss jUCIUl BAB )

Pasal ..........

Pasal ..........

S B S L. PN ST LR, X
B i ki e e e A e
B

- SRS
S G P S Y e S
T T R A B
e e S U ATD AR
< AL R G
Pasal........

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Ditetapkandi ............

Diundangkan di Jepara
pada tanggal..............

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

M. EFFENDI
BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN ....... NOMOR... ...



CONTOH PERATURAN PETINGGI

Menimbang :

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATENJEPARA

PERATURAN PETINGGI......
NOMOR...... TAHUN
TENTANG
PETINGGI...........ccoonunne
B s vocsvsisinnibomesshs s ons
b bahwa...
e e et O et e b A
- 4
3dst,.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN PETINGGI
L RPN SR . R
Pasal..
A A S e £ g -
4 S
TR R R T :
1. ................................... v
- o



Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Jepara.

Diundangkan di Jepara

pada tanggal .. :

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA
M. EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN ....... NOMOR......



CONTOH KEPUTUSAN PETINGGI :

#

PEMERINTAH KABUPATENJEPARA
KECAMATAN.......ccooeveiiamnans
PETINGGL... ...ccconnveriresitncion

KEPUTUSAN PETINGGI.................
NOMOR....... TAHUN............
TENTANG
PETINGBE.. oo
MONIMDBNG : B .cocirrirrciniinnicrissnssssssasssassassessasses
B o haesinssiaentsion bbb sor e sy
Mengingat B Lol oo ssnsn anniashonsisiibobsiransneriinines
Ch SR o AR 1T S S AR O,
3.dst;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
IR | o oiics s sanuvssivoonatests shsansotinagorieionsesnnens
D e difhs oo s dub shon e sssins s savdee bobupbins sebmabubpas
o D S ST SN RAR, W WL YR U
KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




CONTOH KEPUTUSAN PETINGGI :

#

PEMERINTAH KABUPATENJEPARA
KECAMATAN.......ccooeveiiamnans
PETINGGL... ...ccconnveriresitncion

KEPUTUSAN PETINGGI.................
NOMOR....... TAHUN............
TENTANG
PETINGBE.. oo
MONIMDBNG : B .cocirrirrciniinnicrissnssssssasssassassessasses
B o haesinssiaentsion bbb sor e sy
Mengingat B Lol oo ssnsn anniashonsisiibobsiransneriinines
Ch SR o AR 1T S S AR O,
3.dst;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
IR | o oiics s sanuvssivoonatests shsansotinagorieionsesnnens
D e difhs oo s dub shon e sssins s savdee bobupbins sebmabubpas
o D S ST SN RAR, W WL YR U
KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




